
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Meningkatnya peranan manajemen dalam suatu perushaan mengakibatkan 

bertambahnya perhatian terhadap pentingnya faktor sumber daya manusia dalam 

perusahaan. Perhatian perusahaan yang pada mulanya ditekankan pada bidang 

mekanis dan modal, kini telah mengalami perubahan. Perushaan kini memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap masalah yang berhubungan dengan faktor 

sumber daya manusia. 

 Sumber daya manusia selalu dibutuhkan oleh setiap perusahaan, baik itu 

perusahaan kecil maupun besar. Meskipun sumber daya manusia merupakan salah 

satu faktor produksi yang ada pada perusahaan akan tetapi peranannya dalam 

pencapaian tujuan sangat besar. 

 Agar pengertian manajemen sumber daya manusia lebih jelas, maka 

penulis akan mengemukakan pendapat dari beberapa ahli.  

Menurut Simamora (2004:4) adalah sebagai berikut : 

 “Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, 

pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan 

individu anggota organisasi atau kelompok karyawan”. 

 

Menurut Mangkunegara (2007:2) yaitu : 

 “Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan terhadap pengadaan, pengembangangan, pemberian 

balas jasa, pengitegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan 

kerja dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi”. 

 

Sedangkan menurut Gary Dessler (2010:4) yaitu :  

“Manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan dan latihan 

untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau aspek-aspek yang 

terdapat dalam sumber daya manusia seperti posisi manajemen, 

pengadaan karyawan atau rekrutmen, penyaringan, pelatihan, 

kompensasi, dan penilaian prestasi kerja karyawan. 

 

Dari penjelasan di atas serta pendapat-pendapat para ahli tentang definisi 

manajemen sumber daya manusia, penulis berusaha mencoba mengartikan 

definisi Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hbungan kerja dengan 

maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan terpadu. 



 
 

 

2.2. Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Lebih jauh lagi, Menurut Gary Dessler (2010:4), mengklasifikasikan 

ruang lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia menjadi dua fungsi pokok. 

Kedua fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia tersebut yaitu: 

1. Fungsi manajerial (Management Function) 

a. Perencanaan (Planning) 

Menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan 

dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Untuk seorang manajer 

personalia perencanaan berarti menetapkan terlebih dahulu program 

personalia yang akan membantu tujuan perusahaan. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Mengadakan pembagian tugas atau struktur hubungan antara pekerjaan 

pengkelompokan tenaga kerja sehingga tercapai suatu organisasi yang 

dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

c. Pengarahan (Directing) 

Setelah perencanaan dan pengorganisasian telah ditetapkan, maka 

fungsi ini adalah sebagai pelaksananya seperti menunjukkan dan 

memberitahukan kesalahan karyawan, melatih memikirkan suatu 

perangsang, hadiah atau sanksi kepada karyawan sesuai dengan 

prestasi kerja yang mereka raih. 

d. Pengendalian (Controlling) 

Tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajer untuk melakukan 

pengamatan, penelitian, serta penilaian dari pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi yangs sedang atau telah berjalan untuk mencapai 

tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

 

2. Fungsi Operasional  

a. Pengadaan (Procurement) 

Merupakan usaha untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan 

menurut jumlah dan mutu atau keahlian tertentu dengan cara mencari 

asal sumber tenaga kerja yang dibutuhkan, melaksanakan proses 

seleksi dan memanfaatkan tenaga kerja atas prinsip penyesuaian antara 

kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja. 

 



 
 

b. Pengembangan (Development) 

Merupakan proses peningkatan kemampuan dan keterampilan, baik 

kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis operasional, sebab 

penarikan, seleksi dan penempatan karyawan dijalankan dengan baik 

belum tentu menjamin bahwa mereka dapat menjalankan pekerjaanya 

di tempat yang baru dengan sebaik mungkin. Untuk itu diperlukan 

pengembangan karyawan baru dengan sebaik mungkin. Untuk itu 

diperlukan pengembangan karyawan baru dengan tujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemapuannya. 

Biasanya ini dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan 

karyawan. 

c. Kompensasi (Compensation) 

Kompensasi ini diartikan dengan pemberian imbalan atau 

pengahargaan yang adil dan layak dari pihak perusahaan terhadap para 

karyawannya atas prestasi yang telah diberikan oleh karyawan. 

Kompensasi ini dapat berupa upah, gaji, insentif, tunjangan-tunjangan, 

sarana-sarana lain yang dapat memberikan kepuasan kepada karyawan. 

d. Integrasi (Integration) 

Yaitu usaha mempengaruhi para karyawan sedemikian rupa sehingga 

segala tindakan-tindakan mereka dapat diarahkan pada tujuan yang 

menguntungkan perusahaan, pekerjaan dan rekan sekerja. 

e. Pemeliharaan (Maintenance) 

Fungsi ini mempermasalahkan bagaimana memelihara para karyawan 

sehingga nyaman dan mampu bekerja dengan baik di perusahaan. 

Pemeliharaan karyawan yang baik akan memberikan hal yang baik, 

salah satunya adalah tingkat perputaran tenaga kerja yang rendah. Dua 

hal ini yang perlu diperhatikan perusahaan dalam pemeliharaan 

karyawan adalah pemeliharaan kondisi fisik dan sikap karyawan. 

f. Pemutusan (Separation) 

Merupakan kegiatan perusahaan untuk mengembalikan tenaga kerja 

kedalam masyarakat setelah membaktikan tenaganya dalam 

perusahaan diantaranya dengan: pemensiunan, pemberhentian 

sementara, pemberhentian dengan hormat, pemecatan, penggantian 

tenaga kerja. Biasanya pemutusan hubungan kerja ini terjadi karena 

lanjut usia atau sudah melampaui batas kerja yang diizinkan oleh 

perusahaan, perusahaan sudah tidak memerlukan karyawan itu lagi, 

perusahaan sudah tidak puas dengan prestasi kerja, atau karyawan 

mengajukan permohonan pengunduran diri dari perusahaan. 



 
 

Pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen personalia tersebut diarahkan 

pada optimalisasi dalam suatu organisasi yang dapat menciptakan kondisi yang 

dapat mendorong setiap karyawan untuk memberikan sumbangan yang berguna 

bagi kemajuan organisasi tersebut. 

 

2.3 Pendidikan dan Pelatihan 

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang bermutu dan mampu 

melaksanakan tugasnya dengan baik, maka salah satu usaha yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan adalah dengan program pendidikan dan pelatihan. Pendidikan 

dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia. 

Pengembangan sumber daya manusia pada suatu organisasiakan melibatkan 

berbagai faktor, seperti: pendidikan dan pelatihan; perencanaan dan manajemen 

karir; peningkatan kualitas dan produktivitas kerja; serta peningkatan kesehatan 

dan keamanan kerja. Pendidikan dan pelatihan perlu dilaksanakan oleh setiap 

perusahaan secara berkesinambungan, agar tenaga kerja yang dimiliki benar-benar 

bermutu, tepat dan mempunyai keahlian serta keterampilan yang sesuai tuntutan 

pekerjaannya. Di samping itu perkembengan lingkungan internal maupun 

lingkungan eksternal yang selalu berubah,yang mengakibatkan kesenjangan antara 

tuntutan perusahaan atau pekerjaan dengan kemampuan tenaga kerja, juga 

merupakan salah satu penyebab kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang 

berkesinambungan. 

 

2.3.1 Pengertian Pendidikan dan Pelatihan 

Program pendidikan dan pelatihan dirancang untuk mendapatkan kualitas 

sumber daya manusia yang baik dan siap untuk berkompetisi di pasar. Berikut ini 

definisi dari pendidikan dan pelatihan : 

Menurut Yuniarsih dan Suwatno (2008:133) : 

“Pendidikan dan Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan 

dimana para pegawai dapat memperoleh atau mempelajari sikap, 

kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang 

berkaitan dengan pekerjaan”. 

 

Menurut Poerwono (2002:83) : 

“Melalui pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk pembinaan 

dalam proses pengembangan manusia, dimana manusia itu belajar 

untuk berfikir sendiri dan mendorong untuk pengembangannya 

suatu perkembangan dasar yang ada padanya. Sementara pelatihan 

adalah suatu latihan kecakapan, kemahiran, ketangkasan dalam 

melaksanakan tugasnya”. 

 



 
 

Sedangkan menurut Bella dalam Hasibuan (2008:70) :  

“Pendidikan dan latihan sama dengan pengembangan yaitu 

merupakan proses peningkatan keterampilan kerja, baik teknis 

maupun manajerial. Pendidkan berorientasi pada teori, dilakukan di 

dalam kelas, berlangsung lama, dan biasanya menjawab why. 

Latihan berorientasi pada praktek, dilakuakan di lapangan, 

berlangsung singkat, dan biasanya menjawab how”. 

 

Dari definsi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan 

memang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dan pelatihan adalah unsur sentral 

dalam pengembangan karyawan dan selain itu juga dapat meningkatkan 

keterampilan, kecakapan, dan sikap pegawai yang lebih menekankan pada aspek 

teknis dan konseptual. 

  

2.3.2 Prinsip-prinsip Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk 

investasi, oleh karena itu bagi setiap organisasi yang ingin berkembang, maka 

pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya harus memperoleh perhatian yang 

besar. Beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan di dalam 

menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan adalah : 

a. Perbedaan Individu 

Di dalam merencanakan suatu program pendidikan dan pelatihan, 

seorang instruktur harus menyadari akan adanya individu-individu dari 

masing-masing peserta. Daya tangkap dari setiap peserta berbeda-beda 

dan selain itu masih ada perbedaan lainnya seperti perbedaan latar 

belakang pendidikan, pengalaman, dan minat. 

b. Motivasi 

Motivasi merupakan faktor penting dalam membangkitkan semangat 

belajar. Setiap individu yang mempunyai tujuan tertentu dihubungkan 

dengan keperluan sehingga individu tersebut akan lebih cepat 

menyesuaikan diri dalam proses belajar. 

c.   Hubungan dengan Analisis Jabatan 

Keterangan dari analisis  jabatan harus menunjukkan pengetahuan dan 

kecakapan apa yang diperlukan pengetahuan dan kecakapan apa yang 

diperlukan oleh masing-masing jabatan tersebut, kemudian program 

pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. 

d.   Pemilihan Peserta dan Pelatih Pendidikan dan Pelatihan 

Selain ditujukan untuk karyawan baru, program pendidikan dan 

pelatihan juga diperuntukkan untuk mempersiapkan karyawan lama yang 



 
 

mempunyai minat dan bakat untuk memenuhi keperluan jabatan-jabatan 

penting di perusahaan. Oleh karena itu, untuk memenuhi keperluan 

tersebut maka perlu dipilih yang benar-benar tepat dapat mengajar 

dengan baik. 

e. Prinsip-prinsip Belajar 

Di dalam proses pendidikan dan pelatihan ada beberapa prinsip yang 

perlu diperhatikan yaitu : 

a) Participation, mengarahkan peserta agar ikut aktif di dalam program 

pendidikan dan pelatihan, dengan berpartisipasi maka peserta akan 

lebih cepat mengetahui dan menguasai apa yang tekah diberikan. 

b) Repetition, yaitu pengulangan-pengulangan materi dalam 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan akan lebih cepat untuk 

mengingat dan memahami apa yang telah diajarkan. 

c) Relevance, yaitu pelatih sebaiknya menerangkan secara menyeluruh 

mengenai suatu pekerjaan sebelum menerangkan secara khusus 

mengenai tugas-tugas. Hal ini dimaksudkan agar para peserta dapat 

melihat dengan jelas hubungan dari setiap tugas beserta prosedur. 

d) Transference, yaitu materi yang diberikan dalam program 

pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan dan 

tuntutan yang nantinya akan dihadapi dalam pekerjaan yang 

sebenarnya. 

e) Feed Back, yaitu setelah diselesaikanya suatu paket program 

pendidikan dan pelatihan, sebaiknya peserta diberi informasi 

mengenai kemajuan yang telah dicapai. Dengan demikian 

diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi belajar. 

 

2.3.3 Tahap-tahap Pendidikan dan Pelatihan 

Dalam suatu pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, diperlukan 

adanya langkah-langkah awal yang perlu dilakukan sebelum emngadakan 

program pendidikan dan pelatihan. Misalnya menurut Robert L. Mathis dan 

John H. Jackson (2004:309) yaitu: 

1. Tahap Penilaian  

Tahap penilaian ini mencakup dua aspek yang sangat penting dalam 

membuat suatu pendidikan dan pelatihan. 



 
 

2. Tahap Perancangan 

Tahapan perancangan yaitu suatu tahap untuk membuat kerangka 

pendidikan dan pelatihan. Adapun tahapan-tahapan dalam perancangan 

yaitu dengan menguji peserta, memilih metode, dan merencanakan isi 

pendidikan dan pelatihan. 

3. Tahap Penyampaian 

Tahap ini merupakan tahap di mana kegiatan pendidikan dan pelatihan 

dilaksanakan. Tahap penyampaian ini mencakup jadwal pendidikan dan 

pelatihan, pelaksanaan, dan pemantauan. 

4. Tahap Evaluasi 

Tahap ini adalah tahap akhir dalam proses pendidikan dan pelatihan. Pada 

tahap ini akan diketahui keberhasilan pendidikan dan pelatihan. Adapun 

tahap-tahap evaluasi ini terdiri atas pengukuran hasil-hasil pendidikan dan 

pelatihan serta membandingkan hasil pada tujuan atau kriteria pendidikan 

dan pelatihan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

 

2.3.4 Tujuan dan Manfaat Pendidikan dan Pelatihan 

  Suatu organisasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 

terlebih dahulu telah menetapkan tujuan utama dari program diklat tersebut. 

Pendidikan mempunyai tujuan yang berada dalam tujuan pelatihan. Agar tujuan 

pendidikan dan pelatihan dapat berjalan dengan efektif, sebaiknya 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan harus benar-benar dilaksanakan agar 

tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat terencana dengan baik. Adapun 

menurut Sondang P. Siagian (2008:183-185), tujuan utama dari pendidikan dan 

pelatihan sebagai berikut; 

1. Manfaat bagi organisasi. 

a. Peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain 

karena tidak terjadinya pemborosan. 

b. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan dalam hal 

pendelegasian wewenang, interaksi saling menghargai serta kesempatan 

bawahan untuk berfikir inovatif. 

c. Terjadinya proses pengembalian keputusan yang lebih cepat dan cermat. 

d. Meningkatkan semangat kerja seluruh organisasi. 

2. Manfaat bagi karyawan. 

a. Dapat membuat keputusan yang lebih baik. 

b. Meningkatkan kemampuan. 



 
 

c. Timbulnya dorongan dalam diri pekerja. 

d. Peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stres, frustasi, dan 

konflik serta percaya pada diri sendiri. 

3. Manfaat bagi pertumbuhan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara 

anggota organisasi. 

a. Terjadinya proses komunikasi yang efektif. 

b. Adanya persepsi yang sama. 

c. Ketaatan semua pihak kepada berbagai ketentuan yang bersifat normatif, 

baik yang berlaku umum maupun khusus. 

d. Terdapat iklim yang baik bagi pertumbuhan seluruh organisasi. 

e. Menjadikan organisasi sebagai tempat yang menyenangkan untuk 

berkarya. 

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan dalam suatu organisasi memiliki 

peranan penting baik terhadap pegawai maupun organisasi tersebut, dimana 

manfaatnya harus dapat dirumuskan dengan jelas agar tidak mengabaikan 

kemampuan serta kesanggupan dalam organisasi tersebut. Menurut pendapat 

Siswanto Sastrohadiryo (2002:198) tersiri dari 5 manfaat yang diharapkan dari 

penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, antara lain : 

a. Peningkatan keahlian kerja  

Peningkatan keahlian kerja para tenaga kerja tidak hanya merupakan 

keinginan perusahaan saja. Tenaga kerja pun memiliki motivasi untuk 

meningkatkan kualitas dalam bekerja dengan produktivitasnya, sekaligus 

menjadi harapan untuk memperoleh kompensasi tinggi yang seimbang dengan 

pengorbanan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, pendidikan dan 

pelatihan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan keahlian kerja 

pegawai dengan waktu yang cukup singkat. 

b. Pengurangan keterlambatan kerja  

Berbagai alasan mengenai keterlambatan kerja sering menjadi alasan pegawai, 

seperti sakit, macet, juga ada keperluan keluarga yang tidak dapat diganggu. 

Apabila hal tersebut terjadi, sebaiknya manajer mengutamakan pegawai yang 

bersangkutan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat 

mengurangi tindakan-tindakan negative dari pegawai. 

c. Pengurangan timbulnya kecelakaan dalam bekerja  



 
 

Timbulnya kecelakaan dalam bekerja biasanya disebabkan karena kelalaian 

pegawai dalam bekerja, sehingga untuk menghindari perlunya diberikan 

pendidikan dan pelatihan dalam bekerja. 

d. Peningkatan produktivitas bekerja  

Di setiap suasana kerja bagi pegawai yang kurang memahami kondisi 

pekerjaannya, sehingga menimbulkan semangat yang rendah dan dapat 

menghasilkan produktivitas yang rendah pula. Penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan diharapkan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan 

produktivitas kerja. 

e. Peningkatan rasa tanggung jawab  

Pemberian tugas dan wewenang yang diberikan oleh atasan terhadap bawahan 

juga menuntut tanggung jawab yang besar sehingga pegawai menghargai 

setiap tugas yang diberikan yang juga dipengaruhi pemberikan pembekalan 

melalui pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan uraian di atas manfaat dari 

tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan keahlian kerja, 

produktivitas kerja, kecakapan kerja, pemeliharaan alat-alat kerja, serta adanya 

rasa tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 

 

2.3.5 Metode Pendidikan dan Pelatihan 

Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo (2002:200), dimana metode adalah 

cara tertentu untuk melaksanakan tugas dengan memberikan pertimbangan yang 

cukup kepada tujuan,fasilitas yang tersedia dan jumlah penggunaan uang, waktu 

dan kegiatan. Metode pendidikandan pelatihan adalah suatu cara yang sistematis 

dan memberikan deskripsi secara luas, sertadapat mengkondisikan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan kecakapan 

tenaga kerja terhadap tugasnya. Selanjutnya, menurut Gary Dessler (2010:297), 

adapun metode yang digunakan suatu organisasi untuk mendukung proses 

pendidikan dan pelatihan berlangsung, adalah: 

1. Metode Praktis (On The Job Training) adalah metode yang paling 

banyak digunakan, karena karyawan dilatih mengenai pekerjaan yang baru 

dengan supervisi langsung dari seorang pelatih yang berpengalaman. 

Metode ini digunakan dalam praktek sebagai berikut; 

a) Rotasi Jabatan; memberikan kepada karyawan, pengetahuan mengenai 

bagian-bagian organisasi yang berbeda dan praktek dari berbagai 

macam ketrampilan dan manajerial. 



 
 

b) Latihan Instruksi Pekerjaan; suatu petunjuk pengerjaan yang diberikan 

secara langsung kepada pekerjaan yang digunakan terutama untuk 

melatih para karyawan mengenai cara pelaksanaan suatu pekerjaan. 

c) Magang; suatu proses belajar dari seorang atau beberapa orang lebih 

dan berpengalaman. Pendekatan ini dikombinasikan dengan latihan 

off- the-job. 

d) Coaching; pemberian bimbingan dan pengarahan dari atasan atau 

penyedia, kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja. 

e) Penugasan sementara; penempatan karyawan pada posisi manajerial 

atau sebagai anggota panitia tertentu dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan. Karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah-masalah organisasi. 

2. Metode-metode Simulasi (Off The Job Training), dalam pendekatan ini, 

karyawan karyawan sebagai peserta pendidikan dan pelatihan menerima 

representasi tiruan yaitu suatuaspek organisasi dan diminta untuk 

menanggapinya seperti dalam keadaan yang sebenarnya. Diantara metode 

– metode simulasi yang paling umum digunakan adalah; 

a) Metode Studi Kasus, dimana karyawan yang terlibat dalam tipe latihan 

ini, mengidentifikasi masalah-masalah, menganalisa situasi dan 

merumuskan penyelesaian-penyelesaian alternative. Metode kasus ini 

dapat mengembangkan kemampuan karyawan dalam pengambilan 

keputusan. 

b) Role Playing, teknik ini merupakan suatu peralatan yang 

memungkinkan para peserta pelatihan untuk memainkan berbagai 

peran yang berbeda. Efektivitas metode ini bergantung pada 

kemampuan peserta dalam memainkan peranan yang ditugaskan 

kepadanya. 

c) Bussiness Games; suatu simulasi pengambilan keputusan skala kecil 

yang dibuat sesuai dengan situasi kehidupan bisnis nyata. Permainan 

disusun dengan aturan-aturan tertentu sehingga diperoleh teori 

ekonomi atau studi bisnis, dengan cara para peserta memainkan game 



 
 

dengan memutuskan harga produk yang akan dipasarkan. Tujuannya 

adalah untuk melatih para karyawan (manajer) dalam pengambilan 

keputusan dan cara mengelola operasi-operasiperusahaan. 

d) Vestibule Training; latihan ini dilaksanakan bukan dilaksanakan oleh 

atasan tetapi oleh pelatih khusus. Area terpisah dibangun dengan 

berbagai jenis peralatan yang sama seperti yang digunakan pada 

pekerjaan yang sebenarnya. 

e) Latihan Laboratorium (Laboratory Training), dimana teknik ini adalah 

suatu bentuk latihan kelompok yang terutama digunakan untuk 

mengembangkan ketrampilan antar pribadi. Latihan ini berguna untuk 

pengembangan berbagai perilaku bagi tanggung jawab pekerjaan di 

waktu yang akan datang. 

f) Program-program pengembangan Eksekutif, program ini biasanya 

diadakan di universitas atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. 

Organisasi bisa mengirimkan para karyawannya untuk mengikuti 

paket-paket khusus yang ditawarkan atau bekerja sama dengan suatu 

lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan secara khusus bentuk 

penataran, pendidikan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 

Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perlu diperhatikan sistem 

yang tepat agar tujuan dan manfaat pendidikan dapat tercapai. Menurut Moh. 

As’ad dalam bukunya Psikologi Industri, ada beberapa sistem pendidikan dan 

pelatihan yang sering digunakan oleh organisasi, antara lain: 

a. Sasaran latihan; setiap lathan harus mempunyai sasaran yang jelas, apabila 

sasarannya tidak jelas maka akan tidak bias diketahui efektivitas dari pelatihan 

itu sendiri denan sasaran yang telah ditetapkan. 

b. Pelatih; pelatih yang bertugas untuk mengajarkan bahan-bahan latihan dengan 

metode-metode tertentu sehingga peserta akan emperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang diperlukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang 

telah ditentukan. 

c.  Bahan-bahan (materi) pelatihan; berdasarkan sasaran pelatihan kemudian 

disusunlah bahan-bahan latihan yang relevan untuk diajarkan kepada peserta. 



 
 

Apabila bahan-bahan latihan tersebut tidak relevan maka sasaran latihan tidak 

akan tercapai. 

d. Metode-metode pelatihan; setelah bahan ditentukan maka langkah berikutnya 

adalah menentukan metode yang akan dugunakan. Bila metode yang 

digunakan kurang tepat, maka sasaran latihan juga idak akan dapat tercapai. 

Misalnya pelatihan tersebut dala bidang kesehatan, apabila metode yang 

dilakukan adalah kuliah tanpa adanya praktek maka kemungkinan besar 

sasaran latihan tidak akan tercapai. 

e. Peserta; peserta adalah komponen yang cukup penting dala pelatihan sebab 

berhasilnya program pelatihan tersebut tergantung pada pesertanya. 

 

2.3.6 Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil 

Sebagai aparatur negara, pegawai negeri sipil yang merupakan abdi 

masyarakat, adalah ujung tombak bagi pelayanan masyarakat, sehingga 

pembinaan harus diberikan secara terus menerus sampai di akhir masa tugasnya 

atau pensiun. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 

menyatakan ada beberapa jenis diklat, yaitu : 

1. Diklat pra jabatan 

Diklat pra jabatan merupakan salah satu cara orientasi pegawai yang 

terencana dan terprogram. Aktivitas yang meliputi pengenalan pegawai baru 

terhadap tugas-tugas, nilainilai, kebijakan, peraturan maupun hal-hal lain yang 

berhubungan dengan organisasi tempatnya bekerja yang juga menjadi jembatan 

bagi calon pegawai negeri sipil untuk mengenal lingkungan kerja barunya 

sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap kelompok kerja. Diklat pra jabatan 

memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, etika 

dan kepribadian pegawai negeri sipil disamping pengetahuan dasar terhadap 

sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga budaya organisasinya 

mampu melaksanakan tugas dan peranan terhadap masyarakat. 

2. Diklat dalam Jabatan 

Diklat dalam jabatan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

dari seorang pegawai negeri sipil sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan dengan baik. Diklat dalam jabatan terdiri dari : 

a. Diklat Kepemimpinan 

Diklat ini pelaksanaannya berhubungan dengan pencapaian persyaratan 

kompetensi kepemimpinan dari aparatur pemerintah sesuai dengan 

jenjang jabatan struktural. 



 
 

b. Diklat Fungsional 

Diklat ini memberikan pembekalan terhadap pengetahuan dan 

ketrampilan bagi seorang pegawai negeri sipil sesuai dengan keahlian 

yang diperlukan dalam jabatan fungsional. 

c. Diklat Teknis 

Diklat ini, memberikan ketrampilan dan penguasaan teknis pada bidang 

tertentu bagi pegawai negeri sipil bagi jabatan struktural maupun 

pelaksanaan lainnya. 

 

Tahapan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil penting untuk 

pegawai calon pegawai negeri sipil yang belum menjadi pegawai negeri sipil. 

Menurut Miftah Thoha (2005:40), dimana Pelatihan pra jabatan yang bersifat 

umum dibagi dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu: 

a. Latihan Pra Jabatan Tingkat I , yang diikuti oleh Calon Pegawai Negeri 

Sipil/ Pegawai Negeri Sipil golongan I, 

b. Latihan Pra Jabatan Tingkat II, yang diikuti oleh Calon Pegawai Negeri 

Sipil/ Pegawai Negeri Sipil golongan II, dan 

c. Latihan Pra Jabatan Tingkat III , yang diikuti oleh Calon Pegawai Negeri 

Sipil/ Pegawai Negeri Sipil golongan III dan golongan IV. 

 

2.3.7 Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan 

 Alasan diperlukannya pendidikan dan pelatihan dikemukakan oleh Ernest 

J. McCormick dalam Anwar Prabu (2003:53), yaitu: 

Suatu organisasi perlu melibatkan sumber daya karyawannya pada aktivitas 

pelatihan, hanya jika hal itu merupakan keputusan ter. 

baik dari manajer. Pelatihan diharapkan dapat mencapai hasil lain daripada 

memodifikasi perilaku pegawai. Hal ini juga mendukung organisasi dan tujuan 

organisasi, seperti keefektifan produksi, distribusi barang dan pelayanan lebih 

efisien, menekan biaya operasi, meningkatkan kualitas, dan menyebabkan 

hubungan pribadi menjadi lebih efektif.  

Goldstein dan Buxton dalam buku Anwar Prabu (2003:53) 

mengemukakan tiga analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan yaitu: 

a. Analisis Organisasi 

Menganalisis tujuan organisasi, sumber daya yang ada, dan lingkungan 

organisasi yang sesuai dengan kenyataan. 

 

 



 
 

b. Analisis Pekerjaan dan Tugas 

Analisis pekerjaan dan tugas merupakan dasar untuk mengembangkan 

program job training. 

c. Analisis Pegawai 

Analisis pegawai difokuskan pada identifikasi khusus kebutuhan pelatihan 

bagi pegawai yang bekerja pada pekerjaannya. Kebutuhan pelatihan pegawai 

dapat dianalisis secara individu maupun kelompok. 

 Adapun cara menentukan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dapat 

dilakukan sebagai berikut Anwar Prabu (2003:51) 

1. Analisis jabatan, dengan pembuatan standar-standar pelaksanaan kerja 

untuk setiap jabatan dapat ditentukan kebutuhan pelatihan. 

2. Tes psikologis, dipergunakan dipergunakan untuk menentukan peserta yang 

memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditentukan. Tes psikologis 

mempunyai validitas tinggi dalam memprediksi kemampuan pegawai yang 

akan menjadi peserta pelatihan. 

3. Penyelidikan moral, dapat dipergunakan untuk menentukan kebutuhan 

pendidikan dan pelatihan, misalnya mengukur sikap moral peserta sebelum 

dan sesudah pelatihan. 

4. Analisis kegiatan, dipergunakan untuk menentukan kesesuaian antara 

bidang pekerjaan peserta dengan jenis pendidikan dan pelatihan. 

 

2.3.8 Evaluasi pendidikan dan pelatihan 

Setelah pendidikan dan pelatihan selesai dilaksanakan tahap terakhir yaitu 

evaluasi, dengan evaluasi maka dapat terukur hasil kerja belajar peserta. Menurut 

Ernest J. McCormick dalam Anwar Prabu (2003:69) ada dua pokok perhatian 

yang sangat berpengaruh dalam evaluasi pendidikan dan pelatihan yaitu kriteria 

karyawan dan model percobaan yang digunakan. 

Kriteria dalam evaluasi pendidikan dan pelatihan yaitu (Anwar Prabu, 

2003:69): 

a. Kriteria pendapat 

Kriteria ini didasarkan pada pendapat peserta mengenai pendidikan dan 

pelatihan yang telah dilakukan. Hal ini dapat diungkapkan dengan 

menggunakan kuesioner mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 

 

 

 



 
 

b. Kriteria belajar 

Kriteria belajar dapat diperoleh dengan menggunakan tes pengetahuan, tes 

keterampilan yang mengukur skill, dan kemampuan peserta. 

c. Kriteria perilaku 

Kriteria perilaku dapat diperoleh dengan menggunakan tes keterampilan 

bekerja. Sejauh mana ada perubahan perilaku peserta sebelum dan setelah 

pendidikan dan pelatihan. 

d. Kriteria hasil 

Hasil dapat dihubungkan dengan hasil yang diperoleh seperti menekan 

turnover, berkurangnya tingkat absen, meningkatnya produktivitas, dan 

meningkatkanya kualitas kerja dan produksi. 

 

2.4 Kinerja  

2.4.1 Pengertian Kinerja  

 Definisi kinerja dari kamus Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai 

sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dari kemampuan kerja. 

Keputusan Menteri Keuangan RINo. 740/KMK.00/1989, kinerja adalah 

prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang 

mencerminkan tingkat kesehatan organisasi tersebut. Berikut definisi dari kinerja : 

Menurut Suntoro dalam Tika (2006:121) : 

“kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau 

sekelompok orang di dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu”. 

Dari defenisi-defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan kinerja adalah pencapaian suatu prestasi yang baik dalam bekerja yang 

diperlihatkan dalam suatu organisasi yang memberi cerminan organisasi tersebut 

organisasi yang sehat. Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, 

kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

 

2.4.2 Unsur-unsur Penilaian Kinerja Pegawai 

Kinerja dipetakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian pasal 12 (2), bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang 

professional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang 

dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik 



 
 

beratkan pada sistem prestasi kerja. Pasal 20 menyatakan bahwa untuk menjamin 

obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan 

pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. 

Penilaian prestasi kerja dalam PP Nomor 46 Tahun 2011 (Bab I pasal 1) 

disebutkan penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara 

sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja PNS. Bobot nilai unsur SKP 60 % (enam puluh persen) dan 

perilaku kerja sebesar 40 % (empat puluh persen). Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang 

meliputi: 

a) Kuantitas adalah ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai 

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. 

b) Kualitas adalah ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai sesuai dengan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. 

c) Waktu adalah ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai sesuai 

dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. 

d) Biaya adalah ukuran besar kecilnya anggaran yang digunakan setiap hasil 

kegiatan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

berlaku. 

Sedangkan perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan 

yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi: 

a) Orientasi pelayanan; yang mengacu pada suatu prosedur, kebijakan, dan 

praktik dalam melayani masyarakat untuk menciptakan kepuasan. 

b) Integritas; Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri 

dengan kebijakan dan etika tersebut, dan bertindak secara konsisten. 

c) Komitmen; menyangkut tiga sikap yaitu rasa pengidentifikasian dengan 

tujuan organisasi, rasa keterlibatan dan rasa kesetiaan kepada organisasi 

d) Disiplin; suatu sikap moral siswa yang terbentuk melalui proses dari 

serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai – nilai ketaatan, kepatuhan, 

keteraturan dan ketertiban. 

e) Kerjasama; suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok 

diantara kedua belah pihak manusia untuk tujuan bersama dan 

mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. 

f) Kepemimpinan; kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang 

lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. 

 Penilaian prestasi kerja ini bersifat yang terdiri dari: 



 
 

a) Objektif: Penilaian terhadap pencapaian prestasi kerja sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian 

subyektif pribadi dari Pejabat Penilai 

b) Terukur: penilaian prestasi kerja yang dapat diukur secara kuantitatif 

dan/atau kualitatif. 

c) Akuntabel: seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang. 

d) Partisipasi: seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan 

secara aktif antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang 

dinilai 

e) Transparan: seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat 

terbuka dan tidak bersifat rahasia. 

Dalam Sasaran Kinerja Pegawai memiliki kriteria-kriteria tugas yang terdiri dari: 

1. Kegiatan tugas Pokok Jabatan; pekerjaan yang wajib dilakukan dalam 

rangka pelaksanaan fungsi jabatan. 

2. Bobot Kegiatan; pelaksanaan tugas pokok jabatan yang ditetapkan 

berdasarkan sifat, jenis pekerjaan dari aspek tingkat kesulitan, prioritas 

dan kreativitas dalam pelaksanaannya. 

3. Sasaran Yang Akan Dicapai; sebagai indikator keberhasilan kerja dari 

setiap pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan. 

4. Target; hasil (output) yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan 

kegiatan tugas pokok jabatan yang telah direncanakan, meliputi aspek 

kuantitas, biaya dan waktu. 

Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai 

dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier Pegawai 

Negeri Sipil, yang berkaitan dengan Bidang Pekerjaan, Bidang Pengangkatan dan 

Penempatan, Bidang Pengembangan, dan Bidang Penghargaan. 

2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2000) menyatakan bahwa faktor yang 

memengaruhi kinerja antara lain :  

a. Faktor kemampuan Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai 

terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). 



 
 

Oleh karena itu pegawai perlu dtempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahlihannya.  

b. Faktor motivasi Motivasi terbentuk dari sikap (attiude) seorang pegawai 

dalam menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental 

merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha 

mencapai potensi kerja secara maksimal. 

 

Kinerja pegawai dipengaruhi oleh tiga (3) faktor, antara lain : 

a. Kompetensi Individu; kemampuan dan ketrampilan dalam melakukan 

pekerjaan. Kompetensi individu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kemampuan 

dan keterampilan kerjaserta motivasi dan etos kerja. Dalam meningkatkan 

semangat kerja dan memperdalam pengalaman dalam pekerjaan, setiap 

pegawai diharapkan dapat berkompetensi dengan baik. 

b. Dukungan Organisasi; Kinerja setiap orang sangat berpengaruh terhadap 

dukungan organisasi dalam penyediaan sarana dan prasarana kerja, 

pengorganisasian, pemilihan teknologi, kenyamanan lingkungan pekerjaan 

serta kondisi dan syarat kerja. 

c. Dukungan manajemen; Kemampuan setiap orang bergantung kepada 

kemampuan manajerial para manajemen atau pimpinan baik dalam 

membangun system kerja dan hubungan yang aman dan harmonis mauoun 

dengan mengembangkan kompetensi kerja sehingga menumbuhkan motivasi 

dan mobilisasi seluruh pegawai untuk bekerja optimal. 

 

2.5 Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai Negeri 

Sipil 

Sebuah organisasi atau instansi pemerintahan harus didukung sumber daya 

manusia yang cakap karena sumber daya manusia sangat berperan dalam 

menjalankan usaha atau kegiatan di dalam instansi tersebut. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan dalam upaya meningkatan kinerja pegawai adalah dengan melalui 

pengembangan pegawai yaitu dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan. 

Berikut pendapat menurut Ambar T.S dan Rosidah (2003:175) yaitu: 



 
 

“Dimana salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya 

meningkatan kinerja pegawai adalah dengan melalui pengembangan 

pegawai yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan”.  

Dengan meningkatkan mutu atau kinerja pegawai melalui pendidikan dan 

pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai 

hasil yang memuaskan. Peningkatan mutu atau kinerja harus diarahkan untuk 

mempertinggi keterampilan dan kecakapan pegawai dalam menjalankan tugasnya. 

Pendidikan dan pelatihan juga merupakan upaya untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual dan kepribadian pegawai. 

Pendidikan dan pelatihan yang efektif pelaksanaannya harus sesuai dengan 

sasaran yang akan dicapai, metode dan sasaran serta prasarana yang menghasilkan 

diklat yang kompeten. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan, diharapkan 

terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil 

terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan secara 

langsung dapat mempengaruhi terhadap meningkatnya kinerja Pegawai Negeri 

Sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


